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Harakatuna.com. Jakarta - Salah satu pola propaganda kelompok radikal yang
kerap dimainkan adalah menunggangi isu sosial dan politik untuk meradikalisasi
masyarakat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja
memang menjadi kontroversi sebagian kalangan yang harus disikapi secara kritis
dan argumentatif.

Namun, kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu ini, dengan
cara membangun public distrust dan narasi kebencian terhadap negara menjadi
persoalan berbeda.

Hal ini dikatakan oleh Kader Intelektual
Muhammadiyah, Muhammad Abdullah Darraz.

Dirinya menegaskan, sejatinya negara tidak membuka ruang bagi siapapun yang

berusaha melakukan tindakan inkonstitusional.
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Terlebih menciptakan kericuhan dengan mendompleng isu politik yang
mengatasnamakan agama atau ajaran tertentu.

“Pada prinsipnya, sistem negara kita kan sebetulnya tidak memberikan ruang
sekecil apapun bagi siapapun yang melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional.
Khususnya bagi kelompok yang mendompleng isu-isu tertentu, kemudian
menciptakan kericuhan dan social disorder. Itu kalau bahasa konstitusi, makar,”
ucapnya, Senin (16/1/2023).

Sehingga Darraz mengatakan, dalam konteks polemik UU Cipta Kerja yang
ditunggangi kelompok radikal, dengan membawa narasi khilafah terselubung
serta bersembunyi di balik alasan kritik.

Darraz menilai, bahwasanya kritik haruslah disampaikan dengan santun, objektif,
elegan, dan tidak ada tujuan terselubung lainnya melainkan untuk kebaikan umat,
rakyat dan pemerintah itu sendiri.

“Dan kritik juga tidak boleh disampaikan di depan umum, apalagi sampai
menjatuhkan wibawanya. Dalam Islam itu bukan hanya mengkritik kita itu wajib
mendoakan pemerintah, pemimpin atau imam yang menjadi imam kita, supaya
pemimpin memiliki kecerdasan, kepandaian sehingga menghasilkan kebijakan
yang baik yang maslahat bagi umat,” paparnya.

Oleh karena itu, dengan etika kritik yang santun dan bijak, maka tujuan kritik itu
sendiri akan tercapai dan mampu menghasilkan alternatif solusi bagi persoalan
rakyat.

“Tidak hanya dari rakyat ke pemimpin, namun cendekiawan juga mengatakan
bahwa pemimpin harus ‘memasang telinga ke bumi’, harus terbuka atas saran,
kritik, mau mendengarkan aspirasi serta mampu mengakomodasi kepentingan
masyarakat luas,” ungkapnya.
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